BABII

KERANGKA TEORI

A. Teori Fenomenologi Alfred Schutz
1. Pengertian fenomenologi

Fenomenologi berasal dari bahasa yunani Phainoai yang berarti
Nampak dan Phainomenon yang merujuk pada yang tampak istilah ini
diperkenalkan oleh Jhohan Heirickh®. Istilah fenomenologi apabila dilihat
secara lanjut berasal dari dua kata yaitu Phenomenon yang berarti realitas
yang tampak dan Logos yang berarti ilmu. Maka fenomenologi dapat
diartikan sebagai ilmu yang berorientasi untk mendapat penjelasan dari
realitas yang tampak. Lebih lanjut Kuswarno menyebutkan bahwa
fenomenologi  berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia
mengkostruksi  makna dan  konsep penting dalam  kerangka
intersubjektivitas.?

Alfred Schutz® merupakan orang pertama yang mencoba menjelaskan
bagaimana fenomenologi dapat diterapkan untuk mengembangkan wawasan
kedunia social. Schutz memusatkan perhatian pada cara orang memahami

kesadaran orang lain, akan tetapi ia hidup dalam aliran kesadaran diri

Jhohan Heirick merupakan seorang pendidik dan mendirikan sekolah modern di Swis.
Lahir di Zurich, 12 januari 1746 dan meninggal di Burgg, 17 Februari 1827 pada umur 81
tahun.

?Ardianto.Elvinaro.dkk.,Filsafat 1lmu, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media,2007), 56.
SAlferd Schutz, lahir di Wina pada tahun 1899 dan meninggal di New York pada tahun
1959. la merupakan murid dari Weber dan Husserl.
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sendiri. perspektif yang digunakan oleh schutz untuk memahami kesadaran
itu dengan konsep intersubjektif.*

Schutz juga sering dijadikan centre dalam penerapan metodelogi
kualitatif dengan menggunakan studi fenomenologi dengan alasan:
Pertama, karena melalui Schutz-lah pemikiran dan ide Husserl yang dirasa
abstrak dapat dijelaskan dengan lebih gamblang dan mudah
dipahami.Kedua, Schutz merupakan orang pertama yang menerapkan
fenomenologi dalam penelitian ilmu sosial.Yang dimaksud dengan dunia
intersubjektive adalah kehidupan dunia atau dunia kehidupan sehari- hari.

Dalam dunia kehidupan sehari- hari ini membawa Schutz
mempertanyakan sifat realitas sosial para sosiolog dan siswa yang hanya
peduli dengan diri sendiri. dia mencari jawaban alam kesadaran mausia dan
pikirannya. Baginya tidak seorangpun yang membangun realitas dari
pengalaman intersubjektive yang mereka lalui. Kemudian Schutz bertanya
lebih lanjut apakah dunia sosial berarti untuk mengamati atau bahkan
menilai tindakan seseorang? Pendekatan semacam ini memiliki implikasi
yang berfungsi tidak hanya untukorang yang kita pelajari tetapi juga untuk
diri kita sendiri yang mempelajari orang lain.’

Schutz meletakkan manusia dalam pengalaman subjktif baik dalam
bertindak dan mengambil sikap dalam kehidupan sehari- hari. Dunia

tersebut adalah kegiatan praktis. Manusia mempunyai kemampuan untuk

*Engkus Kuswarno, Teori Fenomenologi, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009),22.
*Yeremenia Djefrie Manafie, Teori Fenomenologi Sosial Modern, (Jakarta: Salemba
Humanika, 2010),78.
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mnentukan atau melakukan apapun yang berkaitan dengan dirinya ataupun
orang lain. Apabila yang kita inginkan menganalisa unsur- unsur kesadaran
yang terarah menuju serentetan tujuan yang berkaitan dengan proyeksi
dirinya. Jadi, kehidupansehari- hari manusia bisa dikatakan seperti proyek
yang dikerjakan oleh dirinya sendiri karena setiap manusia memiliki
keinginan- keinginantertentu yang itu mereka berusaha mengerjakannya dan
mengejarnya demi tercapainya orientasi yang telah diputuskan.®

Schutz sering dijadikan centre dalam penerapan metodelogi penelitian
kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologi. Pertama, karena
melalui Schutz-lah pemikiran dan ide Husserl yang dirasa abstrak dapat
dijelaskan dengan lebih gamblang dan mudah dipahami.Kedua, Schutz
merupakan orang pertama yang menerapkan fenomenologi dalam penelitian

ilmu sosial.”

2. Fenomenologi Sosial Alfred Schutz
Dalam mempelajari dan menerapkan fenomenologi sosial ini, Schutz
mengembangkan juga model tindakan manusia (human of action) dengan
tiga dalil umum vyaitu:®
a. The postulate of logical consistency (Dalil Konsistensi Logis), Ini

berarti konsistensi logis mengharuskan peneliti untuk tahu

°George Ritzer dan Douglas J Goodman, Teori Sosiologi Modern ,(Kreasi Wacana
Offseet, Yogyakarta, 2010),94.

"Henry J.Schamandt, Filsafat Politik: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kumo Sampai
Zaman Modern,(Yogyakarta :Pustaka Belajar, 2009), 191- 21.

®Yeremenia Djefrie Manafie, Teori Fenomenologi Sosial Modern, (Jakarta: Salemba
Humanika, 2010),93.
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validitas tujuan penelitiannya sehingga dapat dianalisis bagaimana
hubungannya dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Apakah bisa
dipertanggung jawabkan ataukah tidak.

b. The postulate of subjective interpretation (Dalil Interpretasi
Subyektif), Menuntut peneliti untuk memahami segala macam
tindakan manusia atau pemikiran manusia dalam bentuk tindakan
nyata. Maksudnya peneliti mesti memposisikan diri secara subyektif
dalam penelitian agar benar-benar memahami manusia yang diteliti
dalam fenomenologi sosial.

c. The postulate of adequacy (Dalil Kecukupan), Dalil ini
mengamanatkan peneliti untuk membentuk konstruksi ilmiah (hasil
penelitian) agar peneliti bisa memahami tindakan sosial individu.
Kepatuhan terhadap dalil ini akan memastikan bahwa konstruksi
sosial yang dibentuk konsisten dengan konstruksi yang ada dalam
realitas sosial.

Schutz  dalam  mendirikan  fenomenologi  sosial-nya telah
mengawinkan  fenomenologi  transendental-nya =~ Husserl  dengan
konsep verstehen yang merupakan - buah pemikiran Weber.Jika Husserl
hanya memandang filsafat fenomenologi (transendental) sebagai metode
analisis yang digunakan untuk mengkaji ‘sesuatu yang muncul’, mengkaji
fenomena yang terjadi di sekitar kita. Tetapi Schutz melihat secara jelas
implikasi sosiologisnya didalam analisis ilmu pengetahuan, berbagai

gagasan dan kesadaran. Schutz tidak hanya menjelaskan dunia sosial
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semata, melainkan menjelaskan berbagai hal mendasar dari konsep ilmu
pengetahuan serta berbagai model teoritis dari realitas yang ada.’

Lebih lanjut, Schutz menyebutnya dengan konsep motif. Yang oleh
Schutz dibedakan menjadi dua pemaknaan dalam konsep motif. Motif In
order to yang dijadikan pijakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu
yang bertujuan mencapai hasil sedangkan Motif Because Of merupakan
motif yang melihat kebelakang. Secara sederhana bisa dikatakan
pengidentifikasian masa lalu sekaligus menganalisanya sampai seberapa ia

memberikan konstribusi dalam tindakan selanjutnya.*

B. Politik dan Perempuan
1. Pengertian Politik dan Perempuan

Istilah politik berasal dari bahasa yunani Polisyang artinya kota atau
negara yang kemudian muncul kata- kata Polities yang artinya warga negara
dan Politikosyang artinya kewarganegaraan. Politik adalah seni tentang
kenegaraan yang dijabarkan dalam praktek dilapangan sehingga dapat
dijelaskan hubungan antara masyarakat yang tinggal disuatu tempat yang
memiliki perbedaan pendapat dan kepentingan tetapi mengakui adanya

kepentingan bersama untuk mencapai cita- cita dan tujuan nasionalnya.

°Ibid.,101
“Ibid.
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Penyelenggara kekuasaan negara dapat dipercayakan kepada suatu badan
yaitu pemerintahan.™

Secara umum dapat dikatakan bahwa politik merupakan kegiatan
dalam system politik yang menyangkut proses menentukan dan
melaksanakan tujuan- tujuan dari sistem itu. Tujuan dari sistem politik itu
menyangkut skala prioritas dari tujuan- tujuan yang telah dipilih itu.*?

Istilah politik dalam bahasa arab dikenal dengan istilah Siyasah yang
bermakna mengatur urusan rakyat. Sebagai agama yang memiliki fungsi
ganda, Islam juga mengenal adanya politik, Rasulullah juga berpolitik
dalam mengembankan dakwahnya. Allah berfirman dalam surat An- Nisa’
ayat 58:3

Ol 134885 G () i AaSS 1315 AT ) claViNAs & A8 sl & &
| s S 80 &) 4 g Ui D &

Dari ayat diatas terlihat jelas bahwa esensi politik dalam pandangan
Islam adalah pengaturan urusan- urusan rakyat yang didasarkan pada
hukum- hukum Islam. Politik merupakan keahlian atau kemahiran seseorang
dalam menyelenggarakan keperluan dan kepentingan bangsa dan negara.
Politik berkaitan dengan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan
pribadi seorang. Namun, tidak jarang juga politik diartikan dengan segala

hal-hal yang berdampak negative bagi kehidupan masyarakat dan

Carlton Clymer Rodee.Dkk., Pengantar llmu Politik, (Jakarta: PT Raja Grofindo, 2011),
20.

Eddi Wibowo .DKk., llmu Politik Kontemporer,(Yogyakarta : YPAPI, 2008),86

Hamit Enayat, Pimikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-20,( Bandung:
Pustaka Rajawali,2006),15.
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negara.Sebuah masyarakat terdiri dari perempuan dan lelaki. Jika demikian
perempuan adalah setengah dari masyarakat. Bahkan ada yang berkata
bahwa perempuan adalah seluruh masyarakat karena lelaki juga lahir dari
seorang perempuan. Oleh karena itu, dalam masyarakat terdapat juga peran
perempuan. Para perempuan semestinya dapat bekerja sama dengan para
lelaki dalam membangun masyarakat yang sejahterabahkan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia memberikan batasan kepada partisipasi
politik perempuan.Keterlibatan perempuan dalam hal politik telah
meningkat namun partisipasi dan keterwakilan mereka dilembaga legislatif
tingkat nasional maupun provinsi masih sangat rendah.*

Gerakan perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan aktif dibidang
politik namun, masih ada kesenjangan dalam hal partisipasi dan
keterwakilan perempuandistruktur politik formal. Mereka belum terwakili
secara setara dilembaga legislatif ditingkat nasional sejak tahun 1955.
Ketika perempuan menduduki 5,9 % kursi diparlemen. Kondisi ini
memunculkan kebutuhan akan adanya gerakan perempuan untuk melakukan
perubahan lebih jauh supaya menjadikan alokasi 30 % kuota bagi
perempuan dalam daftar calon legislatif menjadi kewajiban bagi partai
politik mereka. Hal ini akan sejalan dengan kalimat yang ada dalam
Undang- Undang pemilu Nomor.10 tahun 2008 pasal 53 vyang
mengisyaratkan partai politikuntuk menominasikan setidaknya 30% kuota

perempuan dalam daftar calon legislatif terbuka dalam pemilu. Kekurangan

“Ibid.,26.
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dalam Undang- Undang ini adalah tidak adanya sanksi bagi para partai
politik yang tidak mematuhinya.®™

Politik pada hakekatnya adalah kekuasaan atau pengambilan
keputusan.Lingkupnya dimulai dari institusi keluarga hingga institusi politik
formal tertinggi.Oleh karena itu pengertian politik pada prinsipnya meliputi
masalah pokok sehari- hari yang pada kenyataanya selalu melibatkan
perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah dimaksudakn
untuk menjatuhkan, menurunkan atau merebut kekuasaan dari laki- laki
melainkan dimaksudkan agar bisa menjadi mitra sejajar laki- laki.*®

Ketika berbicara politik, harus berbicara insan politiknya. Insan politik
yang dimaksud disini adalah manusia sebagai pelaku dan sekaligus objek
politik. Pada dasarnya semua wacana pelaku politik telah menjadi kajian
dan ulasan dari kitab- kitab figih politik. Namun dalam hal ini masih ada
wacana pelaku politik yang terlupakan yaitu wacana politik kaum
perempuan. Sebagai salah satu pelaku dan pencipta wacana politik, kaum
perempuan tidakmendapat tempat yang berarti bahkan termarginalkan.
Diakui atau tidak, domain yang disediakan oleh politik misalnya tentang
lembaga- lembaga pemerintahan dan lembaga kementrian tampaknya lebih
akrab dengan aktivitas laki- laki dibanding dengan aktivitas perempuan.*’

2. Pandangan Islam terhadap Politik bagi perempuan

Hamriah,“PeranPerempuan dalam Pemerintahan”, http://Hamriah.
Blogspot.com/2010/03/11/ Peran-perempuan-dalam-pemerintahan/ (Minggu, 17 April
2016,19.30)

Lily Zzakiyah Munir, Memposisikan Kodrat: perempuan dan perubahan dalam
prespektif Islam, (Rhineka Cipta, Jakarta, 2009),170- 172.
“Ibid.,180.
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Secara garis besar, dalam membicarakan politik bagi perempuan ada
dua pendapat yang berkembang sebagaimana dibawah ini.*®
a. Pendapat konservatif
Pendapat konservatif ini mengemukakana argumentasi bahwa
dalam praktik politik, Islam tidak mengakui persamaan politik
antara laki- laki dan perempuan. Ulama- ulama yang mendukung
pendapat seperti ini misalnua Imam Ghozali yang menyatakan
bahwa seorang perempuan tidak bisa didudukan sebagai Imam
(Kepala negara). Menurutnya bagaimana bisa seorang perempuan
melaksanakan pemerintahan sedangkan dia sendiri memiliki hak
untuk memutuskan perkara besar dan tidak mampu memberi
kesaksian dalam berbagai persoalan keputusan hukum. Pendapat
ini juga dilontarkan oleh al- Qalgasyandi. Dengan jelas ia
mengatakan bahwa perempuan dilarang menjadi  kepala
pemerintahan karena ia memiliki kekurangan dalam dirinya. Hal
iniberlandaskan hadist:
(G A1 13 ) 310 3l 31 438 iy &

“Tidak akan berjaya suatu kaum yang mengangkat seorang wanita
sebagai pemimpin mereka” (H.R. Bukhari)

Hadits ini dari segi riwayat tidak seorangpun pakar hadist

yang  mempersoalkankesahihannya.  Sedangkan dari  segi

"®1bid.,180-183.
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dalalahhadist ini menunjukan dengan pasti haramnya wanita
memegang tampuk kekuasaan negara.

Menurut faham konservatif ini, Islam telah menentukan peran
perempuan dalam wilayah khusus. Menurut mereka, islam tidak
pernah menyadarkan urusan public kepada perempuan bahkan
sejak masa kenabian tak satupun perempuan yang terlibat secara
langsung dalam kegiatan politik.

b. Pendapat Liberal- Progresif

Pendapat ini menyatakan bahwa Islam telah memperkenalkan
konsep Kketerlibatan perempuan dalam peran politik. Secara
eksplisit kelompok ini mengatakan bahwa perempuan mempunyai
hak pilih dalam berpolitik. Mereka juga diizinkan memangku
tugas- tugas politik seberat yang dpangku oleh laki- laki. Mereka
mempunyai gagasan keagamaan progresif dalam merespon
modernitas dengan menggunakan basis pengetahuan tradisional
yang mereka miliki setelah disentuhkandengan pengetahuan baru
dari berbagai khazanah modern. Mereka tidak hanya peduli
denganmodernitas yang terus dikritik dan disikapi secara hati- hati,
tetapi juga melakukan revitalisasi tradisi.

Seiring dengan pesatnya gerakan feminisme, muncul wacana
adanya gugatan terhadap hukum-hukum agama, terutama hukum
Islam. Hukum Islam oleh kaum feminis dipandang sebagai salah

satu basis yang menjadi akar pandangan diskriminatif terhadap
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perempuan. Gugatan tersebut pada gilirannya dialami juga oleh al-
Qur’an sebagai sumber hukum tertinggi dari hukum Islam. Dalih
emansipasi atau kesamarataan posisi dan tanggung jawab antara
pria dan perempuan telah semarak di panggung modernisasi
dewasa ini.'®

Berbicara tentang kedudukan perempuan dalam al-Qur’an, perlu
terlebih dahulu kita mengetahui asal kejadian makhluk bernama
perempuan menurut pandangan al-Qur’an. Hal ini menjadi penting
karena penafsiran yang salah atasnya biasanya menjadi pemicu
awal anggapan yang rendah terhadap perempuan. Banyak ayat al-
qur’an yang telah membicarakan asal muasal kejadian perempuan

antara lainQs. An- Nisa’ ayat: 1%

430 Lgte (31879 Blday (il (ya ASAIS (o) A3 13801 Guldl) gl
a) &) aa YTy 49 Gislelid (oA A3y sludy 188 Vs, Lagiaty
) se oS
"hai- sekalian manusia bertagwalah® kepada tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dari nafs yang satu (sama) dan darinya Allah
menciptakan pasangannya dan dari keduanya Allah memperkembangkan

lelaki dan perempuan yang banyak”.
Avyat diatas dipertegas lagi dengan sabda Nabi yang artinya:

“Saling berpesanlah untuk berbuat baik pada perempuan, karena

mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok.”(HR. Tirmidzi).

M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, (Bandung: Gema Insani Press, 2001),14.
P)bid.,16-17.
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Berbicara tentang kedudukan perempuan dalam politik dilihat dari
sudut pandang Islam, tidak ada salahnya jika kita menengok kembali
kedudukan wanita dalam Islam di masa jahiliyah (masa sebelum islam
datang).  Sejarahtelah berhasil mencatat sisi gelap perlakuan mereka
terhadap makhluk Allah yang bernama perempuan. Kesewenang-wenangan
dan penindasan mewarnai hari-hari kaum perempuan dalam kegelapan alam
jahiliyah, baik di kalangan bangsa Arab maupun di kalangan ‘ajam (non
Arab).Wanita dimasa jahiliyah, pada umumnya tertindas dan terkungkung.**

Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafizh lbnu Katsir, pada masa
jahiliyah, anak perempuan itu dikubur hidup-hidup oleh orang-orang
jahiliyah karena mereka tidak suka dengan anak perempuan. Apabila anak
perempuan itu selamat dari tindakan tersebut dan tetap hidup maka ia hidup
dalam keadaan dihinakan, ditindas dan didzalimi, tidak diberikan hak waris
walaupun perempuan sangat butuh karena fakirnya. Dan memuliakan kaum
adam (laki- laki). Bahkan dikalangan kaum jahiliyah, kaum laki- laki berhak
menikahi berapapun perempuan yang di inginkan tanpa memperhatikan hak
dan kewajiban perempuan. Perlakuan jahat dan ketidaksukaan orang-orang

jahiliyah terhadap perempuan ini diabadikan dalam Al-Qur’an:

a3 e s A 3k ishad A OB AR 4 ARSI 5 1

G3a8a L L Y1 Gl 8 (3 Al 5 O3 Gl Al 4

*'Ja’fardanMuhammad Anis Qasim. Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hal Politik
dan Persoalandalam Islam,(Amzah: tp, 2002),256.
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“Apabila salah seorang dari mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran
anak perempuan, menjadi merah padamlah wajahnya dalam keadaan ia
menahan amarah. la menyembunyikan dirinya dari orang banyak karena
buruknya berita yang disampaikan kepadanya. (la berpikir) apakah ia akan
memeliharanya  dengan  menanggung  kehinaan  ataukah  akan
menguburkannya hidup-hidup di dalam tanah? Ketahuilah alangkah
buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”.

Seiring dengan perkembangan waktu, kedudukan wanita sedikit demi
sedikit mulai terangkat bahkan mulai disamakan dengan kedudukan laki-
laki. Dalam al- Qur’an telah disebutkan bahwa kedudukan laki- laki dan
perempuan dalam Islam itu sama saja yang membedakan hanyalah
keimanan dan ketakwa’an mereka di hadapan Tuhan. Namun, yang menjadi
perdebatan saat ini dikalangan jumhur ulama’ adalah pandangan mereka
terhadap kedudukan wanita dalam politik, bolehkah seorang perempuan
memegang Jjabatan kekuasaan??? Sebenarnya, boleh tidaknya wanita
menjadi  pemimpin, Rasulullah tidak melarang tapi beliau telah
mengisyaratkan  sebaiknya tidak mengangkat wanita @ menjadi
pememimpin.*

Pandangan tentang peran wanita dalam dunia politik memang
beragam. Ada yang membolehkan ada pula yang melarang. Dalam Madzab

Syafi’i, Maliki dan Hambali, seorang perempuan tidak boleh menjabat

sebagai hakim. Hal ini berdasarkan sabda nabi:

(s AT 6133 ) 150 bl 313 a8 &l &)

2Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, Figih Nisa’:pandangan berbagai
ulama’ salaf tentang perempuan menjadi hakim wanita, (Beirut: Dar Al-Haya Al-Turats
Al-Arabi, 1990), 225- 228.
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“Suatu kaum tidak akan menjadi makmur, kalau menyerahkan urusan
mereka pada wanita”.

Namun menurut Imam Abu Hanifah al-Nu’man berpendapat bahwa
boleh saja perempuan menduduki jabatan kehakiman kecuali dalam
memutuskan hukuman (hudud) dan gisas, sebab tidak ada kesaksian
perempuan dalam hal itu.Lain halnya dengan pandangan lbnu Jabir at-
Thabari yang memperbolehkan wanita menjadi hakim sebagaimana
kedudukan laki- laki. Hal itu diQiyaskan dengan bolehnya perempuan
mengemukakan pendapat dan mengeluarkan fatwa, maka perempuan boleh
menduduki jabatan kehakiman.?

Al-Qurthubi, al-Zamakhsyari, al-Razi, Ibnu Katsir dan ulama’ salaf
yang lain juga berpendapat tentang kedudukan wanita dalam ruang publik.
Menurutnya, perempuan tidak boleh menduduki jabatan publik apapun
bentuknya. Pendapat ini sesuai dengan Firman Tuhan dalam Qs. An- Nisa’

ayat 34:
Cra VS8EET Lagy (lai (16 gty AU (Jidab Laa pLL) 508 (538 0 0

sl

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena
Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) antar sebagian yang lain
(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian
harta mereka.”

Sementara itu,Sa’id Ramadhan al-Buthi. Ulama’ yang dikenal serba
bisa dan sangat teguh memegang ajaran salaf ini berpendapat bolehnya

perempuan menjadi anggota legislatif, tetapi tidak boleh menjadi kepala

Zbid.,230.
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negara (al-Imamah al-Kubrd). Alasan diperbolehkannya perempuan
memegang jabatan publik karena banyak diera modern saat ini para
perempuan yang memiliki kelebihan di banding para laki- laki. Bahkan
sejarah telah mencatat bahwa pada masa dahulu, sahabat Umar bin
Khaththab pernah menugaskan seorang perempuan untuk menjadi
bendahara pasar. Ulama’ seperti Imam Khoemaini malah memperbolehkan
wanita menduduki jabatan publik atau ikut berpartisipasi dalam aspek sosial
politik meskipun ia harus meminta izin pada suami. Bagi Imam Khoemaini,
perempuan memiliki peran tersendiri dalam aspek sosial politik seperti
halnya membangun bangsa, menduduki lembaga legislatif atau bahkan
terlibat dalam pengawasan sosial. 2

Sayangnya, keterlibatan perempuan dalam dunia politik banyak
mengalami penolakan. Penolakan isu kepemimpinan perempuan dilatar
belakangi karena faktor kebudayaan. Diera modern saat ini misalnya ketika
kebanyakan kaum perempuan menduduki jabatan politik, penolakan
kebanyakan terjadi pada masyarakat tradisional yang beranggapan bahwa

penyebab dari semuanya adalah karena gender. Ini berarti bahwa kaum

tradisional lebih mengedepankan faktor budaya dari pada faktor yang lain.?

*Ibid.
®Ibid.
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C. Sosialisasi Politik
1. Pengertian Sosialisasi Politik

Ada berbagai pengertian atau batasan dalam mengenai sosialisasi
politik yang telah banyak dilakukan oleh para ilmuan terkemuka. Sosialisasi
politik merupakan bagian terpenting dalam sistrm politik karena dengan
sosialisasi politik yang ada, maka seorang individu dapat mempelajari
politik baik secara di sadari atau pun tidak.

Secara umum, menurut Kweit menjelaskan bahwa sosialisasi politik
merupakan suatu proses dimana seseorang belajar tentang politik.
Sementara Rush juga memberikan definisi tentang sosialisasi politik adalah
proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan
bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya terhadap
gejala- gejala politik. Efriza secara jelas juga mengungkapkan bahwa
sosialisasi politik merupakan bagian dari suatu proses sosial. Sosialisasi
adalah proses pengajaran dan pendidikan yang dilakukan olh individu atau
suatu kelompok kepada individu atau kelompok yang lain yang berlangsung
secara alami. Pada prosesnya, pengajaran dan pendidikan itu bersinggungan
dengan nilai- nilai politik. Sedangkan Almond mendefinisikan sosialisasi
politik dengan suatu proses dimana sikap dan pola tingkah laku yang

berhubungan dengan politik serta merupakan sarana politik suatu generasi
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untuk menyampaikan patokan- patokan politik dan keyakinan- keyakinan
politik kepada generasi selanjutnya.”®

Sehingga dengan melihat beberapa definisi sosialisasi politik diatas
dapatlah ditarik benang merah bahwa sosialisasi politik merupakan proses
dimana individu atau kelompok dapat mengetahui pengetahuan politik dari
linkungan yang di peroleh ataupun dari luar lingkungannya baik di sadari
atau tidak di sadarai terutama yang terjadi saat seseorang tersebut belum
dewasa sehingga menimbulkan sikap dan orientasi politik tertentu dalam

kaitannya dengan kehidupan politik yang berlangsung.

2. Agen Sosialisasi politik

Sosialisasi dijalankan melalui beberapa lembaga yang disebut dengan
agen sosialisasi politik. Agen sosialisasi politik terdiri dari beberapa
individu atau pun kelompok baik secara politik maupun non politik.yang
secara langsung ataupun tidak langsung akan memberikan gambaran tentang
politik. Almond menjelaskan bahwa pola kekuasaan non politik yang
diharapkan akan mempengaruhi sikap politik baik di tempat kerja, keluarga
maupun sekolah.

Menurut, Almond agen sosilisasi politik meliputi Keluarga, Sekolah,
teman sebaya, dan partai politik. Secara jelas hal tersebut akan diuraikan

sebagai berikut:?’

*Elly Setiadi & Usman Kholip, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta:Kencana
Prenadameda Gruop, 2013),1609.
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a) Keluarga, Wadah penanaman nilai- nilai politik yang paling efisien
dan efisien adalah keluarga. Dimulai dari keluargalah inilah antara
orang tua dengan anak sering terjadi obrolah politik ringan tentang
segala hal sehingga tanpa disadari terjadi transfer nilai- nilai politik
dan pengetahuan tertentu yang diserap oleh si anak.

Keluarga nerupakan primary group dan agen sosialisasi utama
yang membentuk karakter politik individu oleh sebab mereka adalah
lembaga sosial yang paling dekat. Sehingga pernyataan secara tidak
langsung orang tua kepada anak memungkinkan adanya ketertarikan
seseorang anak terhadap politik sehingga mampu mempengaruhi sikap
politiknya.

b) Sekolah, Sebagai segala sesuatu yang dipandang penting dalam
menjelaskan tingkah laku politik, sekolah juga menempati posisi
penting sebagai agen sosialisasi politik. Kesempatan berpartisipasi di
lingkungan sekolah nampaknya memiliki pengaruh yang jelas
terhadap kedudukan seseorang dalam skala kompetesi subyektif.

Sekolah merupakan secondery group karena sekolah merupakan
suatu lembaga paling efektif yang juga berusaha mentrasfer politik
melalui edukasi. Selain itu sekolah juga merupakan institusi penting
untuk menanamkan nilai- nilai dan norma- norma sosial.

c) Teman Sebaya, Agen sosialisasi politik yang lain adalah teman sebaya

(Peer Group). Teman sebaya merupakan sekelompok individu yang

“’Michael Rush dan Phillip Althof, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta:Rajawali
Press,2001),123.
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seusia dan memiliki status yang sama serta mampu berinteraksi
dengan orang- orang di sekitarnya. Teman sebaya termasuk dalam
kategori Primary Groupkarena dengan teman sebaya seseoang atau
kelompok juga bisa memperoleh pengetahuan tentang politik.

d) Partai Politik, Salah satu fungsi dari partai politik adalah dapat
memainkan peran sebagai sosialisasi politik. Ini berarti partai politik
selain merekrut kader dan simpatisannya juga mampu memberikan
dan menanamkan nilai- nilai dan norma- norma politik dari satu
generasi ke generasi berikutnya. Partai politik harus mampu
menciptakan image memperjuangkan kepentingan umum agar
mendapat dukungan luas dari masyarakat dan senantiasa dapat
memenangkan pemilu.

Dengan demikian, partai politik termasuk dalam kategori
Secondery Group. Karena dengan partai politik dan kegiatannya, para
individu dapat mengetahui kegiatan politik di negara, pemimpin-

pemimpin baru dan kebijakan- kebijakan yang ada.?®

2pid.,128.
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